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PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 09

Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB.,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota

Ternate, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX,

tertanggal 08 Agustus 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal

bersama di kos-kosan orange di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota

Ternate hingga tahun 2018, kemudian pindah di RT.05/RW.02 Desa

XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup
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rukun dan harmonis dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak,
bernama:

3.1. Nama Anak 1, laki-laki, usia 5 tahun
3.2. Nama Anak 2, laki-laki, 2 tahun

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
tidak rukun dan harmonis, sejak tahun 2020 yang disebabkan karena;
4.1. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan;
4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak;
4.3. Tergugat pergi keluar rumah tanpa seijin Penggugat
apabila terjadi cekcok dan baru pulang 2-3 hari kemudian setelah
disusul oleh Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei
tahun 2022, yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan
perempuan lain;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah
tempat tinggal, Penggugat tinggal di RT O05/RW 02, Desa XXX,
Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, (rumah orang tua
Penggugat), sedangkan Tergugat tinggal di RT.02/RW.01 Desa XXX,
Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara (rumah paman Tergugat);
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan
tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai
karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk
menjalankan kehidupan rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
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3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii Gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXX. atas nama

Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX tanggal 28

Februari 2023 . Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta

telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti

P.1;

2.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Ternate, tanggal 08

Agustus 2017. Bukti tersebut telah bermeterei dan dinazzagelen serta

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti
P.2;
2. Bukti Saksi.
Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat
menikah di Ternate;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di kos-kosan orange di
Kota Ternate hingga tahun 2018, kemudian pindah di Desa XXX,
Kecamatan XXX;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak, saat ini anak pertama dengan Ibu Tergugat sedangkan anak
yang kedua bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi karena sering
terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi melihat Tergugat pergi dari rumah bawa tas berisi
pakaian;
- Bahwa, sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, Tergugat juga tidak pernah datang lagi kepada
Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;
Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
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- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Penggugat;

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat
menikah di Ternate;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di kos-kosan orange di
Kota Ternate hingga tahun 2018, kemudian pindah di Desa XXX,
Kecamatan XXX;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak, saat ini anak tersebut bersama Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi karena sering
terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;

- Bahwa, saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahw, saksi melihat Tergugat pergi dari rumah bawa tas berisi
pakaian;

- Bahwa, sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal sejak 3 tahun yang lalu;

- Bahwa, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;

- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi
kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tapi
tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i :

437 Vb 5 ot o o) S5 o € G g 0

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an Il : 405) ;
Pokok Perkara
Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkanMenimbang, bahwa
alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan cerai adalah bahwa Tergugat
tidak terbuka dalam hal keuangan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
istri dan anak, Tergugat pergi keluar rumah tanpa seijin Penggugat apabila
terjadi cekcok dan baru pulang 2-3 hari kemudian setelah disusul oleh
Penggugat dan pada Mei tahun 2022, Tergugat menikah lagi dengan
perempuan lain;
Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara

normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf
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(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii Gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) dan bukti surat (P.2) telah
bermeterai cukup telah di cap pos (nazegelen) dan telah dicocokan dengan
aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagaiman ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868
KUHPerdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili
di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, oleh karena itu sesuai pasal 73
ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama
Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada
pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah.
Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam
pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam
ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil
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Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada tanggal 07 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karenaya perlu mendengar keterangan saksi-
saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak
berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Penggugat
juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penguggat sudah dewasa dan sudah
disumpah, maka keterangan saksi-saksi terhadap posita gugatan Penggugat,
sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah
memberikan keterangan tentang pokok perkara yang saling bersesuaian
sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi
Penggugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai dasar pertimbangan hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal

sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu disebabkan oleh terjadinya pertengkaran
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karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin, serta Tergugat telah
menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan
nafkah lagi kepada Penggugat apalagi menjalankan kewajiban sebagai
suami istri;

- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian kepada Penggugat dan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta
tetap bagi Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di
dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan
tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama
sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan
Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami
maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi
pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat
atau sakit. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah
tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang
tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi
disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk
mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah
nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak
berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi,
maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka
secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti
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memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu
bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri
terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada
jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga
Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang
tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah
tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh
karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat
terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah,
sebaliknya justeru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat,
Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti
berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, “Suami istri yang
tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali,
maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan
cerail”,

Menimbang, bahwa mengutip Kitab Fighus Sunnah Juz Il halaman 248-
249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi

sebagai berikut;

ol lg zoidl Lol sl sl @il cuolall o wllas ol azg 3l o
oVl e oladl s 5=6 g... Lelliol o 6 yind | plgs azo ¢ laiuwy, ¥

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk
diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam
perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di
atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan
rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan
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suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan

talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023
Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya’ban 1444 Hijriyah oleh Ardhian
Wahyu Firmansyah, S.H.l., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang menangani

perkara ini, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
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untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Ruslan Lumaela, S.H. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Perincian biaya :

Pendaftaran
Proses
Panggilan
PNBP
Redaksi
Meterai

Jumlah

Ketua Majelis,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, S.H.

‘Rp 30.000,00
‘Rp 100.000,00
‘Rp 300.000,00
‘Rp 20.000,00
'Rp 10.000,00
:Rp 10.000.00
‘Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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